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• MURAH
– Apa yang dimaksudkan MURAH?
– Murah bagi siapa?

• Bagi penumpang murah, tetapi bagi Bangsa mahal dengan kejadian 
seperti saat ini karena citra Bangsa yang menjadi makin terpuruk di 
mata dunia.

– Diukur dengan apa? Uang?
• Apabila ukurannya uang, berapa biaya yang dikeluarkan akibat 

kejadian akhir-akhir ini. Berapa biaya untuk SAR?

– Diukur dari kaca mata siapa?
• Apakah secara Nasional pernah ditetapkan?

ojo dumèh !
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• AMAN
– Aman bagi siapa?

• Penumpang? Jelas ya.
• Bagaimana bagi crew? Apa perlindungan terhadap supir taxi atau 

bis kota yang setiap hari diperas oleh “preman-preman”? 
• Bagaimana bagi masyarakat yang tidak mampu?

ojo dumèh !
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• Kasus PT KAI ini siapa yang bertanggung jawab?
– Secara teknis operasional PT KAI salah.
– Tetapi yang membuat PT KAI melanggar aturan seperti itu 

siapa? “Pemerintah”? Management? Politik?
– Adakah kebijaksanaan Pemerintah mempunyai peranan 

dalam kebobrokan PT KAI?
– Apakah masih perlu dipertahankan eksistensi PT KAI?
– “Capex” besar, menjadi beban PT KAI. Apakah bukan 

saatnya untuk berubah menjadi “Opex”? Selektif?

ojo dumèh !
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• Transportation safety paling tidak menyangkut:
– Aspek manusia
– Sarana dan prasarana
– Fasilitas penunjang
– Kebijakan/policy nasional
– Peraturan/perundang-undangan
– Standar performansi

ojo dumèh !
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– Lingkungan
– Perencanaan nasional
– Manajemen
– Operasional transportasi
– Pengawasan – penegakan hukum
– Pemeliharaan – kalibrasi – sertifikasi
– Dll.

ojo dumèh !
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UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 
PEMBUKAAN

“Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab 
itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan 
perikemanusiaan dan perikeadilan.”
“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat 
yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan 
pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, 
adil dan makmur.”
”Atas berkat rakhmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh 
keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat 
Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”
“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia 
yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 
ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan 
Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang 
terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan 
rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang 
adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan 
suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

ojo dumèh !
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Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

ojo dumèh !

 



.     januari 2007 gsh - transportation safety 14

Gambaran Negara Yang Dicita-citakan
“Nagari inkang panjang punjung, pasir wukir loh jinawi, gemah ripah tata 
tentrem karta raharja. Panjang dawa pocapane, punjung luhur 
kawibawane. Pasir samodra wukir gunung, dene nagari ngungkuraken 
pagunungan, nengenaken benawi, ngeringaken pasabinan, ngayunaken 
bandaran ageng. Loh tulus kang sarwi tinandur, jinawi murah kang sarwa 
tinuku. Gemah kang laku dagang layar rahinten dalu datan ana pedhote, 
labet tan ana sangsayaning dedalan. Ripah jalma manca kang samya 
bebadra sajroning praja hangraos jejel pipit, aben tritis tepung cukit 
wismanira. Papan wiyar katingal rupak, awit saking gemah raharjaning 
praja. Karta para kawula ing padhusunan samya ayem tentrem mungkul 
pangolahing tetanen. Ingon-ingon rajakaya, pitik iwen datan ana kang 
cinancangan. Yen awan aglar ing pangonan, wanci sore mulih marang 
kandange sowang-sowang, labet kalis ing dursila juti. Raharja tebih ing 
parangmuka, dene para mantri bupati samya kontap kautamane, 
wicaksana limpad ing kawruh, putus marang pangolahing praja, tansah 
ngudi wewah kaluhuraning nagara, miwah raharjaning para kawula.”

ojo dumèh !
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Peran dan kedudukan transportasi saat ini
• Sampai dengan saat ini peran serta kedudukan 

transportasi secara nasional tidak pernah ditetapkan.
• Secara sektoral memang ditetapkan oleh Departemen 

Perhubungan, tetapi ini tidak memiliki kekuatan 
hukum yang mengikat semua pihak. Bahkan di 
lingkungan eksekutif sendiri saja tidak dipahami dan 
diterima.

ojo dumèh !
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Peran dan kedudukan transportasi saat ini
• Karena tidak mempunyai kedudukan dan peran yang 

jelas secara nasional, maka transportasi hanya 
menjadi concern Departemen Perhubungan.

• Pemahaman tentang peran transportasi terbatas pada 
perannya mendukung kehidupan ekonomi.

ojo dumèh !



.     januari 2007 gsh - transportation safety 17

Hakekat transportasi

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang 
diundangkan pada 18 Agustus 1945 (selanjutnya disingkat 
UUD45) terdapat pokok-pokok Tujuan Nasional 
Republik Indonesia yaitu negara yang bersatu, masyarakat 
yang sejahtera dan cerdas dalam kehidupannya, keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok-pokok ini 
terkandung dalam pandangan Founding Fathers tentang 
masa depan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, 
cerdas, sejahtera, makmur, aman - tenteram, dalam suasana 
keadilan. 

ojo dumèh !
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Hakekat transportasi

Selanjutnya tujuan nasional mewarnai seluruh kehidupan 
bernegara dari Bangsa Indonesia, dan menjadi pegangan 
dalam kehidupan bernegara. Selain itu, tujuan nasional 
juga menjadi penjuru, rambu-rambu, guiding principles, 
lampu suar bagi perjalanan Bangsa. Pada tingkat 
kebijakan, rumusan itu mencakupi seluruh impian, cita- 
cita, keinginan, harapan, keyakinan, bahwa kehidupan 
semacam itulah yang akan dialami bangsa Indonesia.

ojo dumèh !
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Hakekat transportasi

Transportasi “seharusnya” mendukung tercapainya Tujuan 
Nasional. Dokumen resmi yang menetapkan hal ini baru 
terjadi pada tahun 1993. Dalam GBHN 1993 transportasi 
ditetapkan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial 
budaya, politik dan pertahanan keamanan. Rumusan ini 
termuat dalam GBHN yang merupakan arah pembangunan 
transportasi, bukan merupakan kebijakan pokok yang 
menempatkan peran transportasi dalam kehidupan Bangsa 
dan Negara, serta dalam perwujudan tujuan nasional. 

ojo dumèh !
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Hakekat transportasi

Pada hakekatnya transportasi adalah infrastruktur 
kehidupan Bangsa dan Negara. Apabila transportasi 
berhenti maka seluruh kehidupan Bangsa dan Negara 
terhenti. 
Transportasi bukan hanya mendukung kehidupan ekonomi, 
tetapi seperti yang termuat dalam GBHN 1993, 
transportasi adalah urat nadi kehidupan Bangsa dan Negara 
yang tercakup dalam kehidupan ekonomi, sosial budaya, 
politik dan pertahanan keamanan. Bahkan pengaruhnya 
akan sampai pada kehidupan ideologi pula.

ojo dumèh !
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Transportasi sebagai pra-sarana 
“Kehidupan Bangsa”

PolitikIdeologi Ekonomi Sosial 
Budaya Keamanan

Transportasi

Geografi

Sumber 
daya 

manusia

Sumber 
daya alam
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Transportasi Sebagai Pra-sarana 
“Ekonomi”

PolitikIdeologi Ekonomi Sosial 
Budaya Keamanan

Transportasi

Geografi

Sumber 
daya 

manusia

Sumber 
daya alam
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Hakekat transportasi

Transportasi merupakan sistim yang utuh meliputi
– Jaringan pelayanan
– Jaringan infrastruktur transportasi
– Fasilitas penunjang
– Sarana transportasi
– Pengaturan
– Insan/manusia

Transportasi meliputi aspek perencanaan, pembangunan, 
operasional, keselamatan, penegakan hukum, perhitungan 
ekonomis, kepentingan politis, kepentingan sosial-budaya, 
kepentingan pertahanan-keamanan.

ojo dumèh !
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Visi Nasional

“Negara kesatuan yang utuh, meliputi seluruh 
wilayah Nusantara”

(Alinea kedua : “ --- kemerdekaan negara indonesia, 
yang merdeka, bersatu, berdaulat, ---.”)

“Bangsa sejahtera, makmur - aman/tenteram”
(Alinea kedua : “---adil dan makmur---”, 
Alinea keempat : “ --- melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia --- 
memajukan kesejahteraan umum ---”)

ojo dumèh !
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Filosofi Dasar Nasional

ADIL - MAKMUR - AMAN/TENTERAM

ojo dumèh !
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Visi Nasional Transportasi

Untuk memenuhi Visi Nasional Bangsa maka  
pada tataran nasional Visi Transportasi adalah:

“Transportasi tersedia di seluruh wilayah tanah air 
sesuai kebutuhan, terjangkau oleh anggota 
masyarakat.”

ojo dumèh !



.     januari 2007 gsh - transportation safety 27

Filosofi Dasar Nasional Transportasi

“Transportasi adalah wahana untuk mensejahterakan 
bangsa dan negara.”

“Trade follows ship - ship follows trade.”

“WAHANA MANGHAYU WARGA PERTIWI”

ojo dumèh !



.     januari 2007 gsh - transportation safety 28

Kebijakan Dasar Nasional Transportasi

“Jaringan pelayanan tersedia di seluruh pelosok 
tanah air”

Ketersediaan/availability terjamin
Keselamatan/safety terjamin
Kenyamanan terjamin
Masyarakat mampu membayar biaya transport

“Least cost to the nation.”

ojo dumèh !



.     januari 2007 gsh - transportation safety 29

Kebijakan Teknis Nasional Transportasi

“Integrasi antara transportasi dengan 
pengembangan wilayah/rencana tata ruang serta 
kelestarian lingkungan hidup dan energi”.

“Integrasi dalam satu sistem yang utuh” :
jaringan pelayanan - jaringan infrastruktur - multi moda 
- safety/kelaikan - availability armada - jadwal - tarif

ojo dumèh !
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Kebijakan Operasional Nasional Transportasi

Penetapan jaringan pelayanan meliputi seluruh wilayah 
tanah air, minimal sampai tingkat wilayah tertentu pada 
kurun waktu tertentu.

Pembangunan infrastruktur mendukung kebutuhan 
jaringan pelayanan

Penyediaan armada sesuai kebutuhan pelayanan

ojo dumèh !
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Implementasi tingkat Nasional

Kelengkapan implementasi :
• Rencana fisik dan non-fisik

– Peraturan/perundangan
– Penetapan jaringan pelayanan
– Pembangunan infrastruktur transportasi
– Penetapan armada yang sesuai
– Penetapan jadwal operasi
– Penetapan organisasi
– Penetapan sdm
– Penetapan operator, dll

ojo dumèh !
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• Pelaksanaan dari rencana
– Rancangan teknis
– Pelaksanaan pembanguan (aspek fisik/non fisik)
– Operasionalisasi

Implementasi tingkat Nasional

ojo dumèh !
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Stratifikasi Kebijakan Transportasi

KEBIJAKAN 
OPERASIONAL 

TRANSPORTASI

KEBIJAKAN  DASAR 
TRANSPORTASI

VISI &  TUJUAN 
NASIONAL

VISI &  TUJUAN 
NASIONAL 

TRANSPORTASI

KEBIJAKAN  TEKNIS 
TRANSPORTASI 

IMPLEMENTASI 
TINGKAT NASIONAL

FALSAFAH  DASAR 
TRANSPORTASI

FALSAFAH  DASAR 
NASIONAL
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Falsafah 
Trp. 

Visi & Tujuan 
Nasional

Visi & Tujuan 
Nasional 
Transportasi

Kebijakan Dasar 
Nasional 
Transportasi

Kebijakan Teknis 
Nasional 
Transportasi

Implementasi

Kebijakan 
Operasional Nasional 
Transportasi

Falsafah 
Nasional

Negara Kesatuan yang utuh, meliputi seluruh wilayah Nusantara. Bangsa sejahtera, 
makmur - aman /tenteram - sentosa

Adil, jujur.

Transportasi tersedia di seluruh wilayah tanah air sesuai kebutuhan, terjangkau oleh anggota 
masyarakat (sesuai kebutuhan: availability-setiap waktu-kapasitas-kualitas-jenis/type sarana)

Integrasi antara transportasi dengan pembangunan nasional. Jaringan pelayanan tersedia di 
seluruh pelosok tanah air. Masyarakat mampu membayar biaya transport.
Least cost to the nation.

Transportasi adalah wahana untuk mensejahterakan bangsa dan 
negara - Wahana Manghayu Warga Pertiwi

Integrasi antara transportasi dengan pengembangan wilayah.
Memperhatikan ketersediaan energi dan lingkungan hidup.
Transportasi terintegrasi dalam satu sistim yang utuh (jaringan pelayanan-jaringan 
infrastruktur-kelaikan-keselamatan-availability-jadwal-tarif-dsb)

Penetapan jaringan pelayanan meliputi seluruh wilayah tanah air, minimal sampai tingkat 
tertentu. 
Pembangunan prasarana mendukung kebutuhan jaringan pelayanan.
Penyediaan armada sesuai kebutuhan pelayanan.

Kelengkapan implementasi: rencana fisik dan non-fisik.

ojo dumèh !
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Kelengkapan implementasi, rencana fisik dan non fisik.
Pelaksanaan dari rencana

Integrasi antara transportasi 
dengan pembangunan 
nasional.
Jaringan pelayanan tersedia 
di seluruh pelosok tanah air 
sesuai kebutuhan. 
Masyarakat mampu 
membayar biaya transport .
Least cost to the Nation 

Penetapan jaringan pelayanan 
meliputi seluruh wilayah tanah 
air, minimal sampai tingkat 
tertentu., pada waktu tertentu.
Pembangunan infrastruktur 
transportasi mendukung 
kebutuhan jaringan pelayanan.
Penyediaan armada sesuai 
kebutuhan

Integrasi antara transportasi 
dengan tata ruang. 
Memperhatikan ketersediaan 
energi dan kelestarian 
lingkungan hidup.. 
Integrasi dalam satu  sistem 
transportasi yang utuh.

Visi Nasional

Visi Nasional
Transportasi 

Falsafah 
Nasional

Falsafah 
Transportasi 

Kebijakan Nasional Transportasi

Kebijakan Dasar Kebijakan OperasionalKebijakan Teknis

Implementasi 
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MASYARAKAT TIDAK 
MAMPU 
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